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TENTANG
HUTAN TANAMAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan
tanaman pada hutan produksi dapat dilakukan pada
Hutan Tanaman Rakyat berdasarkan Pasal 40 ayat (7)
dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan;

bahwa untuk meningkatkan produktivitas hutan,
memenuhi kesinambungan bahan baku industri hasil
hutan, diversifikasi produk hasil hutan, peningkatan
kualitas lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat
setempat, perlu diatur mengenai pola penyelenggaraan

Hutan Tanaman Rakyat;
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Mengingat

bahwa ketentuan pemanfaatan hasil hutan kayu melalui
Hutan Tanaman Rakyat sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, telah diatur dengan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/
MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan
Sosial;

bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan
dinamika lapangan, pengaturan terkait Hutan Tanaman
Rakyat perlu dilakukan penyesuaian dan
penyempurnaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan tentang Hutan Tanaman Rakyat;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,
serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
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Menetapkan

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 17);

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 713);

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang
Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1663);

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang
Penentuan, Penetapan, dan Pengelolaan Puncak Kubah
Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 359);

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.62/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang
Pembangunan Hutan Tanaman Industri (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1344);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG HUTAN TANAMAN RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR
adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang
dibangun oleh kelompok masyarakat untuk

meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi
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dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin
kelestarian sumber daya hutan.

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan
Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat [TUPHHK-
HTR adalah izin usaha untuk memanfaatkan hasil hutan
berupa kayu dan hasil hutan ikutannya pada hutan
produksi yang diberikan kepada kelompok masyarakat
dengan menerapkan sistem silvikultur yang sesuai
tapaknya untuk menjamin kelestarian sumber daya
hutan.

Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disingkat KTH
adalah kelompok yang dibentuk oleh anggota masyarakat
untuk mencapai tujuan bersama dalam mengusahakan
atau memanfaatkan hasil hutan kayu atau hasil hutan
bukan kayu atau jasa lingkungan hutan secara lestari
dan berada/tinggal di desa atau beberapa desa di sekitar
atau di dalam kawasan hutan negara dan
kelembagaannya disahkan oleh Kepala Desa.

Gabungan Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya
disebut GAPOKTAN adalah organisasi yang dibentuk oleh
beberapa KTH untuk mencapai tujuan bersama dalam
mengusahakan atau memanfaatkan hasil hutan kayu
atau hasil hutan bukan kayu atau jasa lingkungan hutan
secara lestari dan berada/tinggal di desa atau beberapa
desa di sekitar atau di dalam kawasan hutan negara dan
kelembagaannya bila berada di dalam satu desa
disahkan oleh Kepala Desa atau bila berada di dalam
beberapa wilayah desa disahkan oleh Camat.

Koperasi Tani Hutan yang selanjutnya disebut
KOPTANHUT adalah badan wusaha koperasi yang
dibentuk oleh perorangan yang merupakan petani hutan
untuk bersama-sama mengusahakan atau
memanfaatkan hasil hutan kayu atau hasil hutan bukan
kayu atau jasa lingkungan secara lestari.

Masyarakat Setempat adalah penduduk asli atau
pendatang yang berdomisili di dalam atau di sekitar

hutan di satu desa atau beberapa desa dalam satu
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